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ABSTRAK 

Perkembangan suatu masyarakat tidak terlepas dari sistem norma dalam 

masyarakat itu, seperti Islam, Kristen, ataupun Yahudi,  dari awal perjalanannya 

tidak terlepas dari sistem norma dalam instrumen wahyu  dan instrumen kerasulan 

yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip ajaran agama, sistem sosial, budaya dan 

politik yang terimplementasi dalam interaksi sosial yang  melekat dalam  suatu 

wilayah, dari sistem sosial inilah maka akan melahirkan sistem prilaku. Dengan 

demikian perbedaan dogma yang menjadi norma dalam suatu masyarakat akan 

melahirkan prilaku politik dan sosial yang berbeda-beda.  

Berangkat dari pemikiran diatas memunculkan suatu asumsi baru, bahwa 

perbedaan suatu dogma akan melahirkan perbedaan dalam sistem sosial dan 

sistem politik seperti yang disaksikan dalam perkembangan sosial dan politik dari 

berbagai negara. penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan dogma dalam 

sistem sosial dan sistem politik mampu melahirkan kesatuan dalam praktek politik 

dalam suatu negara. Hal ini yang mengispirasi penulis untuk mengkaji Piagam 

Madinah sebagai suatu konstitusi bagi masyarakat yang berbeda-beda dalam 

dogma, tetapi mampu membangun suatu sistem politik (negara) dalam kesatuan 

praktek-praktek politik. Bagaimana perbedaan dogma melahirkan kesatuan dalam 

Piagam Madinah ?, Nilai-nilai apa saja yang menjadi pijakan masyarakat dalam 

Piagam Madinah ?, Bagaimana proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam 

Piagam Madinah ?. 

Tesis ini merupakan penelitian pustaka (library research). Data 

dikumpulkan dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari perpustakaan 

maupun dari internet (website) yang berhubungan dengan Dogma dan Politik 

dalam Piagam Madinah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni data 

dogma dan politik dalam Piagam Madinah, disusun sesuai dengan fokus 

penelitian dan dianalisa dengan teori Motif dan teori Maqasid Syariah. Sedangkan 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Political Historis Normatif-Filosofis. 

Hasil penelitian ini berdasarkan data-data dapat disimpulkan, Pertama, 

mengetahui nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan 

Piagam Madinah, dimana konstruk pemikiran akan menghasilkan prilaku, 

sehingga perbedaan agama, suku, golongan, etnisitas dan status sosial terlebur 

dalam konsep Human Equality (persamaan hak kemanusiaan) yang dibawakan 

oleh Muhammad SAW dalam suatu kesatuan praktek politik yang disebut Ummah 

(umat) dengan prinsip Maqasid Syariah yaitu perlindungan terhadap agama 

(hifzuddin), perlindungan terhadap jiwa (hifzun-nafsi), perlindungan terhadap 

harta (hifzulmali), perlindungan terhadap akal (hifzul-aqli), dan perlindungan 

terhadap keturunan (hifzun-nasli), dimana telah disebutkan dalam Piagam 

Madinah bahwa pasal 25 menunjukkan tentang hak atas kebebasan  beragama, 
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pasal 26 sampai pasal 35 menunjukkan hak atas persamaan di depan hukum, pasal 

14 menunjukkan hak untuk hidup dan pasal 2 sampai pasal 13 menunjukkan hak 

memperoleh keadilan. 

Kedua, Nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan 

Piagam Madinah menjadi suatu konstitusi dalam masyarakat Madinah yang 

dibawakan oleh Muhammad SAW adalah Nilai Humanism (kemanusiaan), 

Equality (persamaan) dan Justice (keadilan). 

Ketiga, Masyarakat Madinah sebelum adanya Piagam Madinah merupakan 

masyarakat yang heterogen dengan perbedaan agama, suku, golongan, dan status 

sosial yang dilanda kekacauan sosial politik dengan perselisihan, perang saudara 

atau perang antar suku menjadi pemandangan yang biasa dalam masyarakat 

Madinah. oleh karena itu Muhammad SAW membangun wawasan kebangsaan 

dalam Piagam Madinah  dengan konsep kesatuan Ummah, dimana masyarakat 

mempunyai kepercayaan ketuhanan, dan membangun persamaan berpolitik akan 

kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut Ummah dalam 

Piagam Madinah.   

 

Kata Kunci : Dogma dan Politik, Piagam Madinah, Motif dan Maqasid 

Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ix 

KATA PENGANTAR 

 

 الرحين الرحوي الله بسن

ه هحودا عبده ورسىلًا  سيدلا اله إلا الله وأشهد اى ى اشهد أ العالويي رب الحودلله

 أله وعلى هحود ًا سيد الورسليي فالأًبياءوأشرسيد على والسلام والصلاة

 .أجوعيي والتابعيي وأصحابه

 

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur 

kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya 

kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik 

sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang 

diberikan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 

Yogyakarta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar 

Magister Sosial dalam Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan 

Pemerintahan dalam Islam. 

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, penyusun sangat menyadari 

bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. 

Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada : 

1. Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



  x 

 



  xi 

MOTTO 
 

 

 

 

“Membaca Adalah Kunci Kesuksesan” 

  

 

 

“Apapun Tujuannya, Tidak Akan Tercapai Tanpa Adanya 
Perjuangan” 

 
 

“Hidup Tidak Akan Bermakna, Jika Tidak Berbuat Kemaslahatan” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xii 

PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan TESIS ini : 

 

Untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Masyhur Dan Ibunda Hj. Siti 

Rochmatika,Kalianlah Yang Selalu Mendidikku, Merawatku Hingga Aku 

Sampai Pada Sebuah Cita-Cita Yang Ku Inginkan dan Kalian Harapkan… 

Kalian Yang Selalau Membimbing, Mengarahkan Jika Aku Salah Dalam 

Melangkahkan Kakiku Menuju Jalan Kemaslahatan… 

 

Dan Untuk  Saudara-Saudaraku Yang Selalu Mendukung Dan Memberi 

Semangat Untuk Menjadi Orang Bermanfaat. . . 

 

Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan Di Bibirku 

Suatu Ucapan Yang Pantas Kecuali Ucapan Terimakasih Yang Tiada 

Terhingga… 

Akhir Dari Sebuah Kata Semoga Allah SWT Selalau Memberikan Kekuatan, 

Umur Panjang Dan Balasan Yang Tak Terhinga Buat Ayahanda 

MASYHUR dan Ibunda Hj. SITI ROCHMATIKA Yang Saya Hormati dan 

Saya Cintai, serta Saudara ku FATMA SYAMSIYAH, S.Pd.I. dan  

M. HASAN BISHRI, S.Kom. yang saya sayangi. . . 

 

Buat Pembimbingku Bapak  Dr. SUBAIDI, M.Si.  Yang  Mengarahkan 

dan Memotifasi Dalam Menyelesaikan TESIS ini… 

 

Dan terakhir buat Teman-teman Seperjuangan ku di  HIMABU, PMII, 

GMNI,  PSKH, LPM ARENA, BEM-J JS, PERMAHI, PSPI, AJI, 

Kongres Advokat Indonesia (KAI), Yayasan Garda Pandawa (YGP), Rekan 

Kantor Hukum A. Miftahul Amin and Partners dan Teman-teman 

seperjuangan di Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.................. 

Terima kasih kalian udah menjadi teman terbaik dalam hidupku ... Sehingga 

Saya Bisa Berproses dan Bisa Memaknai Hidup Demi Pengabdian… 

 Dan Teman-Temanku Yang Tidak Bisa Di sebutkan Satu Persatu... 

 



  xiii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
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 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „ill h علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti deng n   t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n  edu  itu terpis hh 

maka ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bil  t ‟ m rbut h hidup  t u deng n h r   t f th h,   sr h d n d mm h 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

Ditulis 

A 

f ‟ l  

 ـِ

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

Ditulis 

I 

Żu ir  

 ـُ

 يذهب

Dammah Ditulis 

Ditulis 

U 

Y żh bu 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 F th h + y ‟ m ti Ditulis Â 
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 Ditulis Tansâ تنسى

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

 تفصيل

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

Ditulis 

Û 

 s  l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
F th h +  y ‟ m ti 

 الزهيلي

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A‟ ntum أأنتم

 Ditulis  ‟idd t أعدت

 Ditulis L ‟in sy   rtum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bil  dii uti huruf qom riyy h ditulis deng n menggun   n huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش
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 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu masyarakat tidak terlepas dari sistem norma dalam 

masyarakat itu, seperti Islam,
1
 Kristen,

2
 ataupun Yahudi.

3
  dari awal perjalanan 

agama-agama itu tidak terlepas dari sistem norma dalam instrumen wahyu  dan 

instrumen kerasulan. Kandungan sistem norma terdapat prinsip-prinsip ajaran 

agama, sistem sosial, budaya dan politik yang  implementasinya dalam interaksi 

sosial melekat dalam  suatu wilayah, dari sistem sosial inilah maka akan 

melahirkan sistem prilaku. Dengan demikian perbedaan dogma yang menjadi 

norma dalam suatu masyarakat akan melahirkan prilaku politik dan sosial yang 

berbeda-beda. 

                                                           
1
 Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat 

persaksian"), yaitu "asyhadu an-laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan 

rasuulullaah" - yang berarti "Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi 

bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah". Esensinya adalah prinsip keesaan Tuhan dan 

pengakuan terhadap kenabian Muhammad. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian 

mengucapkan dua kalimat persaksian ini, ia dapat dianggap telah menjadi seorang muslim dalam 

status sebagai mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). Kaum Muslim 

percaya bahwa Allah mengutus Muhammad sebagai Nabi terakhir setelah diutusnya Nabi Isa 6 

abad sebelumnya. Agama Islam mempercayai bahwa al-Qur'an dan Sunnah (setiap perkataan dan 

perbuatan Muhammad) sebagai sumber hukum dan peraturan hidup yang fundamental. 
2
 Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, 

dan memegang ajaran yang disampaikan Yesus Kristus. Dalam kepercayaan Kristen, Yesus 

Kristus adalah pendiri jemaat (gereja) dan kepemimpinan gereja yang abadi (Injil Matius 16: 18-

19)Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja 

dan Hakim akan dunia ini. Sebagaimana agama Yahudi, mereka menjunjung ajaran moral yang 

tertulis dalam Sepuluh Perintah Tuhan.Kata Kristen sendiri memiliki arti "pengikut Kristus atau 

"pengikut Yesus". Murid-murid Yesus Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen. 
3
 Yahudi adalah istilah yang merujuk kepada sebuah agama, ras atau suku bangsa. Sebagai 

agama, istilah ini merujuk kepada umat yang beragama Yahudi. Yahudi diambil menurut salah 

satu marga dari dua belas leluhur Suku Israel yang paling banyak keturunannya, yakni Yehuda. 

Yehuda ini adalah salah satu dari 12 putera Yakub, seorang nabi yang hidup sekitar abad 18 SM 

dan bergelar Israil. Seluruh turunan dari 12 putera Yakub (Israel) itu dikenal dengan sebutan Bani 

Israel (keturunan langsung Israel) yang kemudian berkembang menjadi besar dinamakan menjadi 

Suku Israel. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Syahadat
https://id.wikipedia.org/wiki/Tauhid
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
https://id.wikipedia.org/wiki/Mualaf
https://id.wikipedia.org/wiki/Penutup_Para_Nabi
https://id.wikipedia.org/wiki/Isa
https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunnah
https://id.wikipedia.org/wiki/Yesus_Kristus
https://id.wikipedia.org/wiki/Gereja
https://id.wikipedia.org/wiki/Injil_Matius
http://alkitab.sabda.org/?Matius+16%3A+18-19&version=tb
http://alkitab.sabda.org/?Matius+16%3A+18-19&version=tb
https://id.wikipedia.org/wiki/Kedatangan_kedua_Yesus
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Yahudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepuluh_Perintah_Tuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Israel
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Yehuda
https://id.wikipedia.org/wiki/Yehuda
https://id.wikipedia.org/wiki/Yakub
https://id.wikipedia.org/wiki/Israel
https://id.wikipedia.org/wiki/Yakub
https://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Israel
https://id.wikipedia.org/wiki/Bani_Israel
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Israel
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Berangkat dari pemikiran diatas memunculkan suatu asumsi baru, bahwa 

perbedaan suatu dogma akan melahirkan perbedaan dalam sistem sosial dan 

sistem politik seperti yang disaksikan dalam perkembangan sosial dan politik dari 

berbagai negara. penelitian ini ingin menunjukkan bahwa perbedaan dogma dalam 

sistem sosial dan sistem politik mampu melahirkan kesatuan dalam praktek politik 

dalam suatu negara. Hal ini yang mengispirasi penulis untuk mengkaji Piagam 

Madinah sebagai suatu konstitusi bagi masyarakat yang berbeda-beda dalam 

dogma, tetapi mampu membangun suatu sistem politik (negara) dalam kesatuan 

praktek-praktek politik.  

Masyarakat Madinah terdiri dari bermacam suku, golongan dan agama. 

Golongan-golongan itu antara lain para sahabat Rasulullah, kaum musyrikin 

Madinah, dan kaum Yahudi. Kaum musyrikin madinah adalah kabilah-kabilah 

asli Madinah. Diantara mereka ada yang masih ragu-ragu meninggalkan agama 

nenek moyang mereka, namun mereka tidak memusuhi Islam. Sebagaian kaum 

musyrikin yang lain diam-diam memusuhi Islam. Diantara mereka yang diam-

diam memusuhi Islam adalah Abdullah bin Ubay. Ia menampakkan ke-Islaman 

pada Rasulullah, namun dalam hatinya mereka memusuhi dan merongrong umat 

Islam. Sebelumnya Abdullah bin Ubay akan diangkat raja di Madinah untuk 

menyatuhkan suku Aus dan Khazraj. Namun dengan kedatangan Islam, Abdullah 

bin Ubay batal diangkat menjadi raja. Hal ini yang menyebabkan ia membenci 

kedatangan Rasulullah dan diam-diam merongrong Islam.
4
  

                                                           
4
 H. M. As‟ad Bashori, Sejarah Kebudayaan Islam, (Surabaya: Prima Media, 2008), Hlm. 

22. 
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Selain Abdullah bin Ubay satu orang lagi yang menampakkan permusuhan 

pada Islam adalah Abu Amir dari suku Aws. Dia sampai bergabung dengan 

Quraisy Makkah untuk menyerang umat Islam.
5
  Yahudi pun juga pada dasarnya 

tidak senang akan kedatangan Islam yang berdampak pada hilangnya potensi 

mereka untuk merebutkan dominasi di Madiah, pada awalnya suku Aws dan 

Khazrah bersatu untuk menyingkirkan Yahudi dari Madinah namun dengan tipu 

daya Yahudi dapat memecah bela kedua suku ini untuk perang, sehingga Yahudi 

dapat legalitas untuk tinggal di Madinah dan mendapatkan keutungan dari 

perseteruan diantara mereka.
6
  Untuk itu kaum Yahudi menerima kedatangan 

Islam hanya karena alasan politik yang dengan kedatangan Islam bisa 

dimanfaatkan untuk kepentingan Yahudi. 

Atas dasar itulah demi mewujudkan negara yang kokoh Nabi Muhammad 

SAW mempersatukan seluruh lapisan golongan masyarakat Madinah dengan 

diikat oleh Perjanjian yang disebut Piagam Madinah dan diharapkan dapat 

memperkuat posisi negara Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. 

Dimana yang menandatangi Piagam Madinah adalah tokoh kaum 

Muhajirin dan Anshar, tokoh Yahudi dan Nasrani dari Bani Qainuqa, bani Nadir, 

dan Bani Quraidah. Mereka menyatakan kesiapan untuk membangun Madinah 

dan menjaga Madinah dari serangan musuh-musuhnya.
7
 

Dari segi itulah, ketertarikan penulis atas signifikasi penelitian ini yang 

menitik tekankan  pada dogma dan politik dalam Piagam Madinah. dimana 

                                                           
5
 Martin Lings, Muhammad, (Jakarta: Serambi, 2007), Hlm. 271. 

6
 H. M. As‟ad Bashori, Sejarah Kebudayaan Islam, (Surabaya: Prima Media, 2008), Hlm. 

19. 
7
 Budi Sudrajat, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta: Yudhistira, 2007), Hlm. 23. 
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perbedaan dogma dan politik dalam tatanan negara madinah pada waktu itu 

menjadi satu kesatuan praktek politik yang di bangun atas perbedaan dogma dan 

politik yang ada dalam suatu sistem norma dan sistem sosial, sehingga 

membentuk sistem prilaku yang menjadi satu kesatuan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbedaan dogma melahirkan kesatuan dalam Piagam  

Madinah ? 

2. Nilai-nilai apa saja yang menjadi pijakan masyarakat dalam Piagam 

Madinah ? 

3. Bagaimana proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam 

keberagaman agama ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Mendeskripsikan bahwa atas perbedaan dogma dan  politik itu bisa 

menjadikan satu  kesatuan  dalam praktek poltik dengan menelaah Piagam 

Madinah sebagai konstitusi masyarakat  madinah. 

b. Mendeskripsikan nilai-nilai yang menjadi pijakan bersama atas 

terbentuknya Piagam Madinah. 

c. Mendeskripsikan proses pembangunan wawasan kebangsaan dalam 

keberagaman agama 

d. Menedekripsikan signifikansi pemikiran dalam teori dan praktek politik. 
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Dan diarapkan berguna untuk: 

a. Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat memberikan konstribusi 

cakrawala pengetahuan bagi peneliti, analisis politik dan hukum tata 

negara. terlebih bagi mahasiswa yang menekuni studi politik dan 

pemerintahan dalam  Islam. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan bagi publik tanah air tentang dogma dan politik sehingga 

membentuk satu kesatuan dalam praktek politik. Dimana dalam penelitian 

ini menjelaskan Piagam Madianah sebagai sebuah bentuk  dokumentasi 

nilai konstitusi yang menjadikan pijakan dalam menjalankan praktek 

politik dalam suatu masyarakat  Madinah. 

D. Telaah Pustaka 

Pembahasan ilmiah tentang Piagam Madinah memang telah banyak dikaji, 

tetapi menurut penulis belum ada yang mengkaji dogma dan politik dalam Piagam 

Madinah.  Penelitian W. Montgomery Watt, Menyatakan bahwa “dokumen ini 

secara umum diakui otentik.”
8
 Ia menambahkan bahwa “dokumen tersebut 

merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya.
9
 

Lahir atau terbukanya konstitusi dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat 

“anugrah” atau “pemberian” (grant) seorang yang berkuasa, atau disusun oleh 

suatu badan/panitia,  atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang 

                                                           
8
 W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (London: Oxford University Press, 1972), 

hlm. 225. 
9
 Ibid., hlm. 228. 
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untuk membuat konstitusi.
10

 Sesuai zamannya, Konstitusi Madinah dilahirkan 

dalam bentuk pertama. Dalam hasil penelitian W. Montogomery Whatt, yang 

berjudul Muhammad at Madinah, dan juga Muhammad Prophet and Statesman, ia 

mengkaji dalam pendekatan teks Piagam Madinah dengan pendekatan sejarah 

(Historis), melalui perspektif sosiologis. 

Petunjuk penting tentang adanya konstitusi (piagam madinah) itu menurut 

Arent Jan Wensinck, diperoleh dari sejumlah hadist. Al-Bukhari dan Muslim, 

menurutnya, mencantumkan ikhtisar tentang konstitusi itu dalam Bab Fada‟il 

(fadl) al-Madinah. Ia menambahkan bahwa  isi dokumen itu juga disebutkan oleh 

Abu Dawud dan Al-Nasa‟i.
11

 Arent Jan Wensinck ini menuliskan melalui 

pendekatan sejarah dan fokus kajiannya pada keaslian sumber pasal dalam Piagam 

Madinah menjadi 47 pasal.  

Sedangkan dalam Disertasinya Ahmad Sukardja, ia menuliskan Piagam 

Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana didalamnya ia menjelaskan 

mengenai perbandingan teks Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Ia menggunakan skala perbandingan dalam penelitian terhadap teks konstitusi 

tersebut. Dalam penelitian Ahmad Sukardja, ia meneliti  menggunakan 

pendekatan sejarah (historis) dan menggunakan perspektif perbandingan.
12

  

                                                           
10

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

1991) cet. XIII, hlm. 95-102. 
11

 Wolfgang Behn, Muhammad and The Jews of Medina, terjemahan dari Mohamed en de 

Joden te Medina, oleh  Arent Jan Wensinck (Berlin: Klaus Schwarz Verlag-Freiburg Im Breisgou, 

1975), hlm. 66-67. 
12

 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian 

Perbandingan tentang dasar hudup bersama dalam masyarkat yang majemuk, Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia, 1995. 
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Dari sinilah penulis akan menuliskan dogma dan politik dalam Piagam 

Madinah, yang didalamnya akan mengekplorasi teks Piagam Madinah untuk 

melihatnya apakah perbedaan dogma dan politik dalam tatanan negara madinah 

pada waktu itu menjadi satu kesatuan praktek politik yang di bangun atas 

perbedaan dogma dan politik yang ada dalam suatu sistem norma dan sistem 

sosial, sehingga membentuk sistem prilaku yang menjadi satu kesatuan, beserta 

signifikansi pemikiran teori dan praktek politik.       

E. Kerangka Teoretik 

Dalam menganalisa pembahasan ini, maka penyusun menggunakan teori 

motif (motive theory). Dalam teori motif, penulis menggunakan bagan teori yang 

dikemukakan oleh Albert Bandura,
13

 dimana penulis akan mengungkapkan nilai-

nilai  dalam sistem norma dan sosial sehingga membentuk sistem prilaku. Sosial 

(Lingkungan dan Masyarakat) di Madinah, kemudian Konstruk Pemikiran 

(Muhammad SAW), Idealisme (Prinsip), Masa Depan Masyarakat (kesatuan 

umat), Tujuan (satu titik tujuan masyarakat), Pencapaian (Piagam Madinah), maka 

dari situlah  munculnya Prilaku yang seirama dengan Konstruk Pemikiran.  

                                                           
13

 Teori Motif Menurut Albert Bandura, sebagai kontruk pikiran (cognitif construct). Sesuai 

dengan kata asal (motive atau motivate) motif berarti sesuatu yang membuat seseorang bergerak 

atau sesuatu yang mendorong tingkah laku manusia. Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar 

melalui lingkungan sosialnya dengan menggunakan konstruk pikiran. Sedangkan konstruk pikiran 

manusia itu bersumber pada dua hal yaitu; Pertama,  gambaran masa depan (future outcomes), 

keinginan, cita-cita, harapan mimpi yang melahirkan munculnya doronan tertentu bagi tingkah 

laku atau dengan bahasa yang lebih mudah, ketika seseorang menentukan masa depan ia akan  

terdorong mencapainya dengan menghasilkan tingkah laku untuk meraih masa depan. Kedua,   

penetapan dan subtansi (setting goals) yaitu pilihan seseorang terhadap tujuan dibalik gambaran  

masa depannya agar dapat di evaluasi. Dengan kata lain, seseorang menetapkan tujuan subansial 

dalam beraktifitas sehingga mendorong dirinya menampilkan tingkah laku tertentu. 
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Sedangkan dalam mengurai dan memahami nilai-nilai piagam madinah, 

maka penyusun menggunakan nalar teori Maqasid Syariah (tujuan syari‟ah). 

Dimana Maqasid Syariah itu penetapannya berdasarkan maksud dan tujuan 

syariah, yakni berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (kebaikan bersama). 

Penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum yang 

dihadapi melalui pertimbangan maslahah. Perubahan hukum yang berlaku 

berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syari‟ah dapat 

mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Setiap perundangan hukum pastilah 

bertujuan untuk melindungi lima kepentingan, yaitu perlindungan agama 

(hifzuddin), perlindungan nyawa (hifzun nafsi), perlindungan harta (hifzulmali), 

perlindungan akal (hifzul aqli), dan perlindungan keturunan (hifzun nasli).
14

  

Beberapa pakar Usul Fikih menambahkan „perlindungan kehormatan‟ atau hifzul-

irdi (hifz al-„ird) di samping kelima keniscayaan di atas
15

. Adanya suatu tatanan 

hukum disini adalah akumulasi dari kesepakatan politik yang tertulis pada tatanan 

masyarakat tersebut. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan Piagam Madinah sebagai khazanah 

kelimuan Islam yang relevan diteliti sebagai teks Kuno, ketika membahas 

mengenai konsep pemerintahan yang ada pada sejarah Islam. Piagam Madinah 

mengandung makna politik berbasis umat, karena melibatkan seluruh umat dalam 

                                                           
14

 Al-Gazali, al-Mustafa, vol.1. h.172. Ibn al-Arabi, Al-mahsul fil Usul al-Fiqh, vol.h.222. 

Al-Amidi, al-Ihkam, vol.4, Hlm. 287. 
15

 Al-Gazali, al-Mustafa, vol.1,172. Al-Syatibi, al-Muwafaqat, vol.3, Hlm. 47. Lihat Jasser 

Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung : Mizan Pustaka. 2015) 

Hlm. 34.  
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proses pembentukannya melalui kontrak sosial antara satu golongan dengan 

golongan yang lain dalam kondisi yang majemuk, sehingga menjadi  suatu 

kesepakatan bersama. 

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dogma dan politik dalam  

Piagam Madinah. Oleh karena itu penyusun akan menggunakan metode analitis 

kualitatif yang terfokus pada tipe penelitian bersifat diskriptif-analitis. 

Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan 

dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, 

persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Sehingga mendapatkan 

gambaran sosial yang lebih jelas pada fakta yang ada, serta pengaruh sosial 

terhadap politik kenegaraan.
16

 

Untuk mendapatkan jawaban dari persoalan diatas, penyusun telah 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dengan metode 

penggabungan penelitian kepustakaan, pada nantinya penyususun akan menitik 

tekankan pada data-data pustaka (library research). Data yang dikumpulkan lebih 

bersifat kualitatif, sehingga memerlukan ketajaman pemilihan data, untuk 

selanjutnya disajikan secara induktif, deskriptif-analitis. 

Landasan berfikir metode kualitatif adalah paradigma positivisme Max 

Weber, Immanuel Kant, dan Wilhelm Dilthey. Obyek penelitiannya adalah 

makna-makna dibalik tindakan yang mendorong timbulnya gejala sosial.
17

 Untuk 

lebih memudahkan penyusun dalam menyelesaikan rumusan masalah/pokok 

                                                           
16

  Lexy J. Moleong, Metodologi Peneitian Kualitatif, cet. ke-31 (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 6. 
17

 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, cet. Ke-2 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), hlm. 47. 
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masalah yang ada dalam penelitian ini, penyusun memadukan pendekatan di atas 

dengan pendekatan sosio-historis dan sosio-politis. Pendekatan ini digunakan 

untuk meneropong sejarah intraksi antara elite sosial-politik Islam dengan elite 

penguasa dalam upaya menentukan kebijakan.
18

 

Penelitian deskriptif merupakan bentuk yang lazim digunakan dalam 

penelitian yang pada umumnya berupa studi awal atau studi yang bersifat 

eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan 

untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan sosial politik atau 

masyarakat sosial ke lembaga politik, sehingga memberikan informasi awal 

tentang issue  yang dinyatakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang 

mendukung dalam penelitian tersebut.
19

 Penelitian deskriptif juga berpatron pada 

bentuk penelitian  dengan memberikan gambaran secermat mungkin  mengenai 

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.
20

 

Hadari Nawawi menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif 

adalah suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan suatu masalah atau keadaan 

atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga besifat sekedar untuk 

mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini ditekan pada pemberian gambaran 

secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang sedang diselidiki. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada  (library 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku 

                                                           
18

 M. Atho‟ Mudzhar, Membaca Gelombang Jihad: antara Tradisi dan Liberalisasi 

(Yogyakarta: Titihan Ilahi Press. 1998), hlm. 195. 

 
19

 Satrios Sarankos, Social Research (Melborn: Mac Milan Education Australia Pty Ltd, 

1993), hlm.7. 
20

 Koenjaraningrat, Metode Penelitian Bidang Masyarakat (Jakarta:  Gramedia, 1989), hlm. 

30. 
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serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian, yang dapat diklarifikasi 

sebagai berikut: 

1. Sumber primer dalam penelitian ini adalah teks asli Piagam Madinah. 

2. Sumber sekunder, meliputi penelitian ilmiah yang dilakukan peneliti 

terdahulu yang isi daripada penelitian itu menyangkut tentang Piagam 

Madinah. 

3. Sumber tersier, meliputi jurnal dan majalah ataupun internet (wikipedia) 

yang terkait dengan tema penelitian ini. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara pertama 

pengumpulan data. Yaitu pengumpulan data yang mempunyai makna signifikan 

terhadap teks Piagam Madianah; kedua kalarifikasi data. Yaitu usaha untuk 

memilih data agar supaya memudahkan dalam memahami data; ketiga 

interprestasi data. Yaitu data yang telah diklarifikasi kemudian ditafsirkan atau 

diinterprestasikan untuk memperoleh artikulasi sesuai kebutuhan penyusun dan 

yang keempat dilakukan analitis data dengan menggunakan metode deskriptif-

analitis. 

G. Sistematika Pembahasan 

Tesis ini terdiri dari lima bab, diawali dengan bab pertama, yaitu 

pendahuluan. Bab ini dibagi dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama latar 

belakang masalah, yaitu mendeskripsikan mengenai konteks umum penelitian 

sehingga akan di dapat gambaran yang jelas mengenai latar belakang mengapa 

penelitian ini dilakukan. Sub bab kedua, pokok masalah, sub bab ketiga tujuan 

dan kegunaan penelitian. Sub bab keempat telaah pustaka. Sub bab kelima 
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kerangka teori. Sub bab keenam metode penelitian. Sub bab ketujuh sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua berisi teori motif. Dimana didalamnya mendeskripsikan  

mengenai pembahasan definisi dan kerangka kerja teori. Dimana nantinya 

digunakan sebagai alat pengupas berbagai teks Piagam Madinah untuk 

mengetahui kerangka konsetual tentang dogma dan politik dalam Piagam 

Madinah. 

Bab ketiga ini mendeskripsikan teks Piagam madinah, sejarah 

terbentuknya Piagam Madinah, Kontak Sosial masyarakat Madinah, 

Penyepakatan Piagam Madinah sebagai konstitusi atau hukum yang mengikat 

semua golongan masyarakat Madinah dan menguraikan nilai-nilai Piagam 

Madinah.  

Bab keempat ini lebih mendeskripsikan dan mengekplorasikan pada 

analisis penyusun dalam dogma dan politik dalam Piagam Madinah sehingga 

membentuk suatu kemanunggalan dalam praktek politik.  nalar Maqasid Syari‟ah 

sebagai instrument yang mendasari dalam sebuah analisa penyusun.  

Adapun Bab kelima atau Bab penutup berisi kesimpulan dari analisis 

permasalahan secara umum dan dilanjutkan dengan saran-saran menyangkut 

dinamika ilmiah selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian mengenai Dogma dan Politik dalam Piagam Madinah, 

menyimpulkan beberapa hal : 

1. Mengetahui nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam 

pembentukan Piagam Madinah, dimana konstruk pemikiran akan 

menghasilkan prilaku, sehingga perbedaan agama, suku, golongan, 

etnisitas, dan status sosial terlebur dalam konsep Human Equality 

(persamaan  hak kemanusiaan) yang dibawakan oleh Muhammad 

SAW dalam suatu kesatuan praktek politik yang disebut Ummah 

(umat) dalam Piagam Madinah dengan prinsip Maqasid Syariah yaitu 

perlindungan terhadap agama (hifzuddin), perlindungan terhadap jiwa 

(hifzun-nafs), perlindungan terhadap harta (hifzulmali), perlindungan 

terhadap akal (hifzul-aqli) dan perlindungan terhadap keturunan 

(hifzun-nasli), dimana telah disebukan dalam Piagam Madinah bahwa 

pasal 25 menunjukkan tentang hak atas kebebasan beragama, pasal 26 

sampai pasal 35 menunjukkan tentang hak atas persamaan di depan 

hukum, pasal 14 menunjukkan hak untuk hidup, dan pasal 2 sampai 

pasal 13 menunjukkan hak memperoleh keadilan. 

2. Nilai-nilai yang menjadi pijakan masyarakat dalam pembentukan 

Piagam Madinah menjadi suatu konstitusi dalam masyarakat Madinah 
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yang dibawakan oleh Muhammad SAW adalah Nilai Humanism 

(kemanusiaan), Equality (persamaan) dan Justice (keadilan). 

3. Masyarakat Madinah sebelum adanya Piagam Madinah merupakan 

masyarakat yang heterogen dengan perbedaan agama, suku, golongan, 

dan status sosial yang dilanda kekacauan sosial politik dengan 

perselisihan, perang saudara atau perang antar suku menjadi 

pemandangan yang biasa dalam masyarakat Madinah. oleh karena itu 

Muhammad SAW membangun wawasan kebangsaan dalam Piagam 

Madinah  dengan konsep kesatuan Ummah, dimana masyarakat 

mempunyai kepercayaan ketuhanan, dan membangun persamaan 

berpolitik akan kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

disebut Ummah dalam Piagam Madinah.   

B. Saran 

Penyusun menyadari bahwa akhir dari penelitian ini tidaklah sempurna 

yang penyusun bayangkan dari awal, sebab kendala kurangnya literatur mengenai 

Dogma dan Politik dalam Pigam Madinah, mengingat beberapa pertimbangan 

tersebut kiranya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai saran  dari penyusun:   

1. Dalam pembacaan penyusun bahwa hasil penelitian Dogma dan Politik dalam 

Piagam Madinah di Saentero Dunia ini belum ada yang menjelaskan secara 

utuh sistem pemerintahannya melalui pendekatan politik dari cendekiawan 

muslim, oleh karena itu penyusun berharap ada penelitian lainnya yang 

melanjutkan penelitian ini. 
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2. Dalam berbagai literatur yang ada, belum ada yang menjelaskan nilai-nilai 

piagam madinah dengan demokrasi, sehingga perlu kiranya diteliti lebih 

lanjut penelitian tentang Piagam Madinah dan  Demokrasi.  
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LAMPIRAN 

 

1. TERJEMAHAN 

Hlm FN Terjemahan 

  BAB III 

42 100  

67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, 

akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus[201] lagi berserah diri 

(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan orang-

orang musyrik. 

 

[201] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh 

dari kesesatan. 
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2. DOKUMEN PIAGAM MADINAH 

Piagam Madinah : 

اٌشديُتغُ الله اٌشدّٓ   

٘زا وراب ِٓ ِذّذ إٌثي صٍٜالله عٍيٗ ٚعٍُ تيٓ اٌّإِٕيٓ ٚاٌّغٍّيٓ ِٓ لشيش ٚيثشب ِٚٓ ذثعُٙ فٍذك 

 .تُٙ ٚجا٘ذ ِعُٙ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan 

muslimin (yang berasal dari) Quraisy  dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti 

mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. 

 .أُٙ اِح ٚادذج ِٓ دْٚ إٌاط .١

Pasal 1 

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain. 

ٍٝ ستعرُٙ يرعالٍْٛ تيُٕٙ اخزاٌذيح ٚاعطائٙا ُٚ٘ يفذْٚ عأيُٙ تاٌّعشٚف اٌّٙاجشْٚ ِٓ لش يش ع .٢

 ٚاٌمغط تيٓ اٌّإِٕيٓ

Pasal 2 

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan 

cara baik dan adil di antara mukminin. 

 ٚتٕٛعٛف عٍٝ ستعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ اٌّإِٕيٓ .٣
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Pasal 3 

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar 

diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan 

dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٚتٕٛعاعذج عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ  .٤

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 4 

Banu Sa‟idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

 ٚتٕٛ اٌذشز عٍٝ ستعرُٙ يرعالٍْٛ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ اٌّإِٕيٓ .٥

Pasal 5 

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

تيٓ  ٚتٕٛجشُ عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط .٦

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 6 
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Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ ٚتٕٛ إٌجاس عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعال .٧

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 7 

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٚتٕٛ عّشٚ تٓ عٛف عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف  .٨

 ٚاٌمغط تيٓ اٌّإِٕيٓ

Pasal 8 

Banu „Amr bin „Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٚتٕٛ إٌثيد عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ  .٩

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 9 
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Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٚتٕٛ الاٚط عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ  .١١

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 10 

Banu Al-„Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

اٚعمً ٚاْ اٌّإِٕيٓ لايرشوْٛ ِفشجا تيُٕٙ اْ يعطٖٛ تاٌّعشٚف فٝ فذاء .١١ . 

Pasal 11 

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung 

utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran 

tebusan atau diat. 

 .ٚلا يذاٌـف ِإِٓ ٌِٛٝ ِإِٓ دٚٔٗ .١٢

Pasal 12 

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu 

mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya. 

ٚاْ اٌّإِٕيٓ اٌّرميٓ عٍٝ ِٓ تغٝ ُِٕٙ اٚ اترغٝ د عيعح ظٍُ اج اثُ اٚعذٚاْ اٚ فغاد تيٓ اٌّإِٕيٓ  .١٣

 .ٚاْ ايذيُٙ عٍيٗ جّيعا ٌٚٛ واْ ٌٚذ ادذُ٘
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Pasal 13 

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka 

mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau 

kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, 

sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. 

 .ٚلا يمرً ِإِٓ ِإِٕا فٝ وافش ٚلا يٕصش وافشا عٍٝ ِإِٓ .١٤

Pasal 14 

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran 

membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir 

untuk (membunuh)  orang beriman. 

 

 . ٚادذج يذيذ عٍيُٙ اد ٔاُ٘ ٚاْ اٌّإِٕيٓ يعمُٙ ِٛاٌي تعد دْٚ إٌاطٚاْ رِح الله .١٥

Pasal 15 

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. 

Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan 

lain. 

يٙٛد فاْ ٌٗ إٌصش ٚالاعٛج غيش ِظٍِٛيٓ ٚلا ِرٕاصش عٍيُٙ ٚأٗ ِٓ ذثعٕا ِٓ .١٦ . 

Pasal 16 

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan 

santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya. 
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ِإِٓ في لراي في عثيً الله الا عٍٝ عٛاء ٚعذي تيُٕٙٚاْ عٍُ اٌّإِٕيٓ ٚادذج لا يغاٌُ ِإِٓ دْٚ  .١٧ . 

Pasal 17 

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat 

perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan 

Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. 

 .ٚاْ وً غاصيح غضخ ِعٕا يعمة تعمٙا تعما .١٨

Pasal 18 

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain. 

ٚاْ اٌّإِٕيٓ يثئ تعمُٙ عٍٝ تعد تـّأاي دِاءُ٘ فٜغثيً الله ٚاْ اٌّإِٕيٓ ٚاٌّرميٓ عٍٝ ادغٓ  .١٩

 .٘ذٜ ٚالِٛٗ

Pasal 19 

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam 

peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada 

petunjuk yang terbaik dan lurus. 

 .ٚأٗ لايجيش ِششن ِالا ٌمش يش ٚلأفغا ٚلايذٛي دٚٔٗ عٍٝ ِإِٓ .٢١

Pasal 20 

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) 

Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. 
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ٚأٗ ِٓ اعرثط ِإِٕا لرلا عٓ تيٕح فأٗ لٛدتٗ الا اْ يشضٝ ٌٚي اٌّمرٛي ٚاْ اٌّإِٕيٓ عٍيٗ وافح  .٢١

 .ٚلايذً ٌُٙ الالياَ عٍيٗ

Pasal 21 

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, 

harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang 

beriman harus bersatu dalam menghukumnya. 

ٌيَٛ الآخش اْ يٕصش ِذذثا ٚلا يـإٚيح ٚأٗ ٚأٗ لا يذً ٌّإِٓ ألش تّا فٝ ٘زٖ اٌصذيفح ٚآِٓ تالله ٚا .٢٢

 .ِٓ ٔصشٖ اٚ آٚاٖ فاْ عٍيٗ ٌعٕح الله ٚغمثٗ يَٛ اٌمياِح ٚلايـإخز ِٕٗ صشف ٚلاعذي

Pasal 22 

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah 

dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman 

kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi 

pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak 

diterima dari padanya penyesalan dan tebusan. 

ٝ الله عضٚجً ٚاٌٝ ِذّذ صٍٝ الله عٍيٗ ٚعٍُٚأىُ ِّٙا اخرٍفرُ فيٗ ِٓ شيئ فاْ ِشدٖ اٌ .٢٣  

Pasal 23 

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) 

Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW. 

 ٚاْ اٌيٙٛد يٕفمْٛ ِع اٌّإِٕيٓ ِاد اِٛا ِذاستيٓ .٢٤

Pasal 24 
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Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. 

ٚاْ يٙٛد تٕي عٛف اِح ِع اٌّإِٕيٓ ٌٍيٙٛد ديُٕٙ ٌٍّٚغٍّيٓ ديُٕٙ ِٛاٌيُٙ ٚأفغُٙ الا ِٓ ظٍُ ٚاثُ  .٢٥

 .فأٗ لا يـٛذخ الا ٔفغٗ ٚاً٘ تيرٗ

Pasal 25 

Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum 

Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan 

ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim 

dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. 

ٝ عٛفٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ إٌجاس ِثً ِاٌيٙٛد تٕ .٢٦  

Pasal 26 

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ اٌذشز ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف .٢٧

Pasal 27 

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ عاعذج ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف .٢٨

Pasal 28 

Kaum Yahudi Banu Sa‟idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ جشُ ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف .٢٩
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Pasal 29 

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ الاٚط ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف .٣١

Pasal 30 

Kaum Yahudi Banu Al-„Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 .ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ ثعٍثح ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف الآِ ظٍُ ٚاثُ فأٗ لا يٛذخ الأفغٗ ٚاً٘ تيرٗ .٣١

Pasal 31 

Kaum Yahudi Banu Sa‟labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ جفٕٗ تطٓ ثعٍثٗ وأ ٔفغُٙ .٣٢

Pasal 32 

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa‟labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 

„Awf. 

 ٚاْ ٌثٕٝ اٌشطيثح ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف ٚاْ اٌثش دْٚ الاثُ .٣٣

Pasal 33 

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

وأٔفغُٙٚاْ ِٛاٌي ثعٍثٗ  .٣٤  

Pasal 34 

Sekutu-sekutu Sa‟labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa‟labah). 
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 ٚاْ تطأح يٙٛد وأٔفغُٙ .٣٥

Pasal 35 

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). 

لا يٕذجشعٍٝ ثاس جشح ٚأٗ ِٓ فره ٚأٗ لا يخشج ادذُِٕٙ الا تارْ ِذّذ صٍٜالله عٍيٗ ٚعٍُ ٚأٗ  .٣٦

 .فثٕفغٗ فره ٚاً٘ تيرٗ الا ِٓ ظٍُ ٚاْ الله عٍٝ اتش٘زا

Pasal 36 

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad 

SAW. Ia tidak boleh dihalangi  (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang 

lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa 

diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat 

membenarkan ketentuan ini. 

ٚاْ عٍٝ اٌيٙٛد ٔفمرُٙ ٚعٍٝ اٌّغٍّيٓ ٔفمرُٙ ٚاْ تيُٕٙ إٌصشعٍٝ ِٓ داسب اً٘ ٘زٖ اٌصذيفح ٚاْ  .٣٧

 .تيُٕٙ إٌصخ ٚإٌصيذح ٚاٌثش دْٚ الاثُ ٚأٗ ٌُ يأثُ اِشؤ تـذٍيفٗ ٚاْ إٌصش ٌٍّظٍَٛ

Pasal 37 

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban 

biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh 

piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari 

khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. 

Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. 

 .ٚاْ اٌيٙٛد يٕفمْٛ ِع اٌّإِٕيٓ ِادا ِٛا ِذاستيٓ .٣٨
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Pasal 38 

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan. 

 .ٚاْ يثشب دشاَ جٛفٙالاً٘ ٘زٖ اٌصذيفح .٣٩

Pasal 39 

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini. 

 .ٚاْ اٌجاس وإٌفظ غيش ِماس ٚلااثُ .٤١

Pasal 40 

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang 

tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. 

 ٚأٗ لا ذجاسدشِح الا تارْ اٍ٘ٙا .٤١

Pasal 41 

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. 

فاْ ِشدٖ اٌٝ الله عضٚجً ٚاٌٝ ٚأٗ ِا واْ تيٓ اً٘ ٘زٖ اٌصذيفح ِٓ دذز ٚاشرجاس يخاف فغادٖ  .٤٢

 .ِذّذ صٍٜالله عٍيٗ ٚعٍُ ٚاْ الله عٍٝ اذمٝ ِا فٝ ٘زٖ اٌصذيفح ٚاتشٖ

Pasal 42 

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang 

dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut 

(ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. 

Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. 
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 ٚأٗ لاذجاس لشيش ٚلا ِٓ ٔصش٘ا .٤٣

Pasal 43 

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung 

mereka. 

 .ٚاْ تيُٕٙ إٌصش عٍٝ ِٓ دُ٘ يثشب .٤٤

 

Pasal 44 

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota 

Yatsrib. 

ٚارا دعٛا اٌٝ صٍخ يصاٌذٛٔٗ )ٚيٍثغٛٔٗ( فأُٙ يصاٌذٛٔٗ ٚيٍثغٛٔٗ ٚأُٙ ارا دعٛا اٌٝ ِثً رٌه فأٗ  .٤٥

داسب فٝ اٌذيٓ عٍٝ وً أاط دصرُٙ ِٓ جاتُٕٙ اٌزٜ لثٌٍُُٙٙ عٍٜاٌّإِٕيٓ الا ِٓ  . 

Pasal 45 

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) 

memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu 

harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib 

memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang 

menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing 

sesuai tugasnya. 

اٌصذيفح ِع اٌثش اٌذغٓ ِٓ اً٘ ٘زٖ اٌصذيفح ٚاْ يٙٛد الاٚط ِٛاٌيُٙ ٚأفغُٙ عٍٝ ِثً ِالاً٘ ٘زٖ  .٤٦

 .ٚاْ اٌثش دْٚ الاثُ
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Pasal 46 

Kaum Yahudi Al-„Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban 

seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan 

penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu 

berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Sesungguhnya Allah palingmembenarkan dan memandang baik isi 

piagam ini. 

صذيفح ٚاتشٖ ٚأٗ لا يذٛي ٘زا اٌىراب ٚلا يىغة واعة الاعٍٝ ٔفغٗ ٚاْ الله عٍٝ اصذق فٝ ٘زٖ اٌ .٤٧

دْٚ ظاٌُ ٚآثُ. ٚأٗ ِٓ خشج آِٓ ِٚٓ لعذ آِٓ تاٌّذيٕح الا ِٓ ظٍُ ٚاثُ ٚاْ الله جاس ٌّٓ تش ٚاذمٝ ِٚذّذ 

 سعٛي الله صٍٝ الله عٍيٗ ٚعٍُ

Pasal 47 

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang 

keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang 

zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. 

Dan Muhammad Rasulullah SAW 

ٍه( لاتٓ ٘شاَ )أتٝ ِذّذ عثذ اٌّـ ١٣٣-١١٩ِمرطف ِٓ وراب عيشج إٌثي ص.َ. اٌجضء اٌـثأٝ ص 

٘ـ ٢١٤اٌّرٛفٝ عٕح   
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67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, 

akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus[201] lagi berserah diri 

(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan orang-

orang musyrik. 

 

[201] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh 

dari kesesatan. 
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2. DOKUMEN PIAGAM MADINAH 

Piagam Madinah : 

اٌشديُتغُ الله اٌشدّٓ   

٘زا وراب ِٓ ِذّذ إٌثي صٍٜالله عٍيٗ ٚعٍُ تيٓ اٌّإِٕيٓ ٚاٌّغٍّيٓ ِٓ لشيش ٚيثشب ِٚٓ ذثعُٙ فٍذك 

 .تُٙ ٚجا٘ذ ِعُٙ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan 

muslimin (yang berasal dari) Quraisy  dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti 

mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. 

 .أُٙ اِح ٚادذج ِٓ دْٚ إٌاط .١

Pasal 1 

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain. 

ٍٝ ستعرُٙ يرعالٍْٛ تيُٕٙ اخزاٌذيح ٚاعطائٙا ُٚ٘ يفذْٚ عأيُٙ تاٌّعشٚف اٌّٙاجشْٚ ِٓ لش يش ع .٢

 ٚاٌمغط تيٓ اٌّإِٕيٓ

Pasal 2 

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan 

cara baik dan adil di antara mukminin. 

 ٚتٕٛعٛف عٍٝ ستعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ اٌّإِٕيٓ .٣
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Pasal 3 

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar 

diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan 

dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٚتٕٛعاعذج عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ  .٤

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 4 

Banu Sa‟idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

 ٚتٕٛ اٌذشز عٍٝ ستعرُٙ يرعالٍْٛ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ اٌّإِٕيٓ .٥

Pasal 5 

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

تيٓ  ٚتٕٛجشُ عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط .٦

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 6 
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Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ ٚتٕٛ إٌجاس عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعال .٧

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 7 

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٚتٕٛ عّشٚ تٓ عٛف عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف  .٨

 ٚاٌمغط تيٓ اٌّإِٕيٓ

Pasal 8 

Banu „Amr bin „Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٚتٕٛ إٌثيد عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ  .٩

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 9 
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Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

ٚتٕٛ الاٚط عٍٜشتعرُٙ يرعالٍْٛ ِعالٍُٙ الاٌٚٝ ٚوً طائفح ُِٕٙ ذفذٜ عأيٙا تاٌّعشٚف ٚاٌمغط تيٓ  .١١

 اٌّإِٕيٓ

Pasal 10 

Banu Al-„Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar 

tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin. 

اٚعمً ٚاْ اٌّإِٕيٓ لايرشوْٛ ِفشجا تيُٕٙ اْ يعطٖٛ تاٌّعشٚف فٝ فذاء .١١ . 

Pasal 11 

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung 

utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran 

tebusan atau diat. 

 .ٚلا يذاٌـف ِإِٓ ٌِٛٝ ِإِٓ دٚٔٗ .١٢

Pasal 12 

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu 

mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya. 

ٚاْ اٌّإِٕيٓ اٌّرميٓ عٍٝ ِٓ تغٝ ُِٕٙ اٚ اترغٝ د عيعح ظٍُ اج اثُ اٚعذٚاْ اٚ فغاد تيٓ اٌّإِٕيٓ  .١٣

 .ٚاْ ايذيُٙ عٍيٗ جّيعا ٌٚٛ واْ ٌٚذ ادذُ٘
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Pasal 13 

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka 

mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau 

kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, 

sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. 

 .ٚلا يمرً ِإِٓ ِإِٕا فٝ وافش ٚلا يٕصش وافشا عٍٝ ِإِٓ .١٤

Pasal 14 

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran 

membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir 

untuk (membunuh)  orang beriman. 

 

 . ٚادذج يذيذ عٍيُٙ اد ٔاُ٘ ٚاْ اٌّإِٕيٓ يعمُٙ ِٛاٌي تعد دْٚ إٌاطٚاْ رِح الله .١٥

Pasal 15 

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. 

Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan 

lain. 

يٙٛد فاْ ٌٗ إٌصش ٚالاعٛج غيش ِظٍِٛيٓ ٚلا ِرٕاصش عٍيُٙ ٚأٗ ِٓ ذثعٕا ِٓ .١٦ . 

Pasal 16 

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan 

santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya. 
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ِإِٓ في لراي في عثيً الله الا عٍٝ عٛاء ٚعذي تيُٕٙٚاْ عٍُ اٌّإِٕيٓ ٚادذج لا يغاٌُ ِإِٓ دْٚ  .١٧ . 

Pasal 17 

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat 

perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan 

Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. 

 .ٚاْ وً غاصيح غضخ ِعٕا يعمة تعمٙا تعما .١٨

Pasal 18 

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain. 

ٚاْ اٌّإِٕيٓ يثئ تعمُٙ عٍٝ تعد تـّأاي دِاءُ٘ فٜغثيً الله ٚاْ اٌّإِٕيٓ ٚاٌّرميٓ عٍٝ ادغٓ  .١٩

 .٘ذٜ ٚالِٛٗ

Pasal 19 

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam 

peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada 

petunjuk yang terbaik dan lurus. 

 .ٚأٗ لايجيش ِششن ِالا ٌمش يش ٚلأفغا ٚلايذٛي دٚٔٗ عٍٝ ِإِٓ .٢١

Pasal 20 

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) 

Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. 
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ٚأٗ ِٓ اعرثط ِإِٕا لرلا عٓ تيٕح فأٗ لٛدتٗ الا اْ يشضٝ ٌٚي اٌّمرٛي ٚاْ اٌّإِٕيٓ عٍيٗ وافح  .٢١

 .ٚلايذً ٌُٙ الالياَ عٍيٗ

Pasal 21 

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, 

harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang 

beriman harus bersatu dalam menghukumnya. 

ٌيَٛ الآخش اْ يٕصش ِذذثا ٚلا يـإٚيح ٚأٗ ٚأٗ لا يذً ٌّإِٓ ألش تّا فٝ ٘زٖ اٌصذيفح ٚآِٓ تالله ٚا .٢٢

 .ِٓ ٔصشٖ اٚ آٚاٖ فاْ عٍيٗ ٌعٕح الله ٚغمثٗ يَٛ اٌمياِح ٚلايـإخز ِٕٗ صشف ٚلاعذي

Pasal 22 

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah 

dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman 

kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi 

pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak 

diterima dari padanya penyesalan dan tebusan. 

ٝ الله عضٚجً ٚاٌٝ ِذّذ صٍٝ الله عٍيٗ ٚعٍُٚأىُ ِّٙا اخرٍفرُ فيٗ ِٓ شيئ فاْ ِشدٖ اٌ .٢٣  

Pasal 23 

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) 

Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW. 

 ٚاْ اٌيٙٛد يٕفمْٛ ِع اٌّإِٕيٓ ِاد اِٛا ِذاستيٓ .٢٤

Pasal 24 



  ix 

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. 

ٚاْ يٙٛد تٕي عٛف اِح ِع اٌّإِٕيٓ ٌٍيٙٛد ديُٕٙ ٌٍّٚغٍّيٓ ديُٕٙ ِٛاٌيُٙ ٚأفغُٙ الا ِٓ ظٍُ ٚاثُ  .٢٥

 .فأٗ لا يـٛذخ الا ٔفغٗ ٚاً٘ تيرٗ

Pasal 25 

Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum 

Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan 

ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim 

dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. 

ٝ عٛفٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ إٌجاس ِثً ِاٌيٙٛد تٕ .٢٦  

Pasal 26 

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ اٌذشز ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف .٢٧

Pasal 27 

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ عاعذج ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف .٢٨

Pasal 28 

Kaum Yahudi Banu Sa‟idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ جشُ ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف .٢٩
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Pasal 29 

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ الاٚط ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف .٣١

Pasal 30 

Kaum Yahudi Banu Al-„Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 .ٚاْ ٌيٙٛد تٕٝ ثعٍثح ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف الآِ ظٍُ ٚاثُ فأٗ لا يٛذخ الأفغٗ ٚاً٘ تيرٗ .٣١

Pasal 31 

Kaum Yahudi Banu Sa‟labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

 ٚاْ جفٕٗ تطٓ ثعٍثٗ وأ ٔفغُٙ .٣٢

Pasal 32 

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa‟labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 

„Awf. 

 ٚاْ ٌثٕٝ اٌشطيثح ِثً ِاٌيٙٛد تٕٝ عٛف ٚاْ اٌثش دْٚ الاثُ .٣٣

Pasal 33 

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf. 

وأٔفغُٙٚاْ ِٛاٌي ثعٍثٗ  .٣٤  

Pasal 34 

Sekutu-sekutu Sa‟labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa‟labah). 
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 ٚاْ تطأح يٙٛد وأٔفغُٙ .٣٥

Pasal 35 

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi). 

لا يٕذجشعٍٝ ثاس جشح ٚأٗ ِٓ فره ٚأٗ لا يخشج ادذُِٕٙ الا تارْ ِذّذ صٍٜالله عٍيٗ ٚعٍُ ٚأٗ  .٣٦

 .فثٕفغٗ فره ٚاً٘ تيرٗ الا ِٓ ظٍُ ٚاْ الله عٍٝ اتش٘زا

Pasal 36 

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad 

SAW. Ia tidak boleh dihalangi  (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang 

lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa 

diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat 

membenarkan ketentuan ini. 

ٚاْ عٍٝ اٌيٙٛد ٔفمرُٙ ٚعٍٝ اٌّغٍّيٓ ٔفمرُٙ ٚاْ تيُٕٙ إٌصشعٍٝ ِٓ داسب اً٘ ٘زٖ اٌصذيفح ٚاْ  .٣٧

 .تيُٕٙ إٌصخ ٚإٌصيذح ٚاٌثش دْٚ الاثُ ٚأٗ ٌُ يأثُ اِشؤ تـذٍيفٗ ٚاْ إٌصش ٌٍّظٍَٛ

Pasal 37 

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban 

biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh 

piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari 

khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. 

Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. 

 .ٚاْ اٌيٙٛد يٕفمْٛ ِع اٌّإِٕيٓ ِادا ِٛا ِذاستيٓ .٣٨
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Pasal 38 

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan. 

 .ٚاْ يثشب دشاَ جٛفٙالاً٘ ٘زٖ اٌصذيفح .٣٩

Pasal 39 

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini. 

 .ٚاْ اٌجاس وإٌفظ غيش ِماس ٚلااثُ .٤١

Pasal 40 

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang 

tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. 

 ٚأٗ لا ذجاسدشِح الا تارْ اٍ٘ٙا .٤١

Pasal 41 

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. 

فاْ ِشدٖ اٌٝ الله عضٚجً ٚاٌٝ ٚأٗ ِا واْ تيٓ اً٘ ٘زٖ اٌصذيفح ِٓ دذز ٚاشرجاس يخاف فغادٖ  .٤٢

 .ِذّذ صٍٜالله عٍيٗ ٚعٍُ ٚاْ الله عٍٝ اذمٝ ِا فٝ ٘زٖ اٌصذيفح ٚاتشٖ

Pasal 42 

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang 

dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut 

(ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. 

Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. 
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 ٚأٗ لاذجاس لشيش ٚلا ِٓ ٔصش٘ا .٤٣

Pasal 43 

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung 

mereka. 

 .ٚاْ تيُٕٙ إٌصش عٍٝ ِٓ دُ٘ يثشب .٤٤

 

Pasal 44 

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota 

Yatsrib. 

ٚارا دعٛا اٌٝ صٍخ يصاٌذٛٔٗ )ٚيٍثغٛٔٗ( فأُٙ يصاٌذٛٔٗ ٚيٍثغٛٔٗ ٚأُٙ ارا دعٛا اٌٝ ِثً رٌه فأٗ  .٤٥

داسب فٝ اٌذيٓ عٍٝ وً أاط دصرُٙ ِٓ جاتُٕٙ اٌزٜ لثٌٍُُٙٙ عٍٜاٌّإِٕيٓ الا ِٓ  . 

Pasal 45 

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) 

memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu 

harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib 

memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang 

menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing 

sesuai tugasnya. 

اٌصذيفح ِع اٌثش اٌذغٓ ِٓ اً٘ ٘زٖ اٌصذيفح ٚاْ يٙٛد الاٚط ِٛاٌيُٙ ٚأفغُٙ عٍٝ ِثً ِالاً٘ ٘زٖ  .٤٦

 .ٚاْ اٌثش دْٚ الاثُ
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Pasal 46 

Kaum Yahudi Al-„Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban 

seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan 

penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu 

berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Sesungguhnya Allah palingmembenarkan dan memandang baik isi 

piagam ini. 

صذيفح ٚاتشٖ ٚأٗ لا يذٛي ٘زا اٌىراب ٚلا يىغة واعة الاعٍٝ ٔفغٗ ٚاْ الله عٍٝ اصذق فٝ ٘زٖ اٌ .٤٧

دْٚ ظاٌُ ٚآثُ. ٚأٗ ِٓ خشج آِٓ ِٚٓ لعذ آِٓ تاٌّذيٕح الا ِٓ ظٍُ ٚاثُ ٚاْ الله جاس ٌّٓ تش ٚاذمٝ ِٚذّذ 

 سعٛي الله صٍٝ الله عٍيٗ ٚعٍُ

Pasal 47 

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang 

keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang 

zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. 

Dan Muhammad Rasulullah SAW 

ٍه( لاتٓ ٘شاَ )أتٝ ِذّذ عثذ اٌّـ ١٣٣-١١٩ِمرطف ِٓ وراب عيشج إٌثي ص.َ. اٌجضء اٌـثأٝ ص 

٘ـ ٢١٤اٌّرٛفٝ عٕح   
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